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untaian puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

hidayah dan pertolongan-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, 

sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati 

dalam menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta dan salam tidak lupa 

penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa 

membawa cahaya rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dengan rahmat 

Allah Swt dan ikhtiyar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk 

menyajikan tesis berjudul: “PERANAN PEMERINTAH KOTA BINJAI 
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PENGATURAN DI KOTA BINJAI (Studi di Pemerintah Kota 

Binjai)”. Tesis ini dimaksudkan  untuk untuk memperoleh Gelar Magister 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. 

Penulis hanya dapat mendo’akan, semoga Allah SWT memberikan 

limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal’alamin 
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